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BAB  I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintahan yang berjalan secara terarah , transparan sertaterkontrol menjadi hal yang ingin di wujudkan. Pemerintah yang bersih danbaik (Clean and Good Governance) menuntut suatu sistempertanggungjawaban yang jelas, tepat dan nyata serta menjaminberlangsungnya tugas-tugas pemerintah.Pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilaksanakan pemerintahtersebut dilaporkan dalam suatu laporan yang dikenal sebagai LAPORANKINERJA (LKJ). Selain LAPORAN KINERJA (LKJ) menjadi wujud  dari bentukpertanggungjawaban, juga merupakan salah satu parameter yang bisadigunakan untuk mengukur tingkat kinerja dalam melaksanakan tugas danfungsi PD.Penyusunan LAPORAN KINERJA (LKJ) diawali dari penyusunan RencanaStrategis (RENSTRA) dan kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja (RENJA),yang kemudian dilakukan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2017Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentangPetunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan KinerjaInstansi Pemerintah.Ketentuan inilah yang mewajibkan  Inspektorat Kota Gunungsitolimenyusun LAPORAN KINERJA (LKJ). Dalam melaksanakan tugas dan fungsisebagai Pengawasan dan Pembinaan, Inspektorat Kota Gunungsitolimenetapkan visi yakni ‘Terwujudnya Pengawasan yang Berkualitas sebagai

Pilar Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik (Good Governance).”Dimana visi ini dijabarkan dalam “Peningkatan Kualitas Hasil Pengawasan”.LAPORAN KINERJA (LKJ) ini juga disusun karena memenuhi amanatdari peraturan perundangan terkait Penyusunan LAPORAN KINERJA (LKJ)sebagai berikut:
1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusidan Nepotisme;2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 TentangPenyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi danNepotisme;3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 TentangKeuangan Negara;
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4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 TentangPemerintahan Daerah;5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2005 Tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional;6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 TentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008.7. Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan PengawasanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah;8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana PembangunanJangka Menengah Nasional Tahun 2005-2009;9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Fungsi,Susunan Organisasi dan Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonseia;10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi danTugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Laporan KinerjaAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 2007 tentang PedomanTeknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang PetunjukTeknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja InstansiPemerintah.
1.2. Gambaran Umum SKPD

1.2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat Kota Gunungsitoli

1. INSPEKTUR(1) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.(2) Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepadaWalikota melalui Sekretaris Daerah.(3) Inspektur mempunyai tugas membantu Walikota membina dan mengawasipelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah danTugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.(4) Inspektur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)menyelenggarakan fungsi:a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasipengawasan;b. perumusan kebijakan pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerjadan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatanpengawasan lainnya;
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c. perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan administrasi inspektorat;dand. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugasdan fungsinya.(5) Inspektur sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 mempunyai rincian tugas :a. menyusun rencana dan program kerja pengawasan;b. merumuskan kebijakan dan memfasilitasi pengawasan penyelenggaraanbidang pemerintahan, bidang pembangunan dan bidang kemasyarakatan;c. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengawasan baik Internal maupuneksternal;d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasipenyelenggaraan pemerintah kota bidang pemerintahan, bidangpembangunan dan bidang kemasyarakatan;e. memimpin, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas Inspektorat;f. melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan Inspektorat;g. menyampaikan laporan hasil pengawasan, saran, serta pertimbangan padabidang pengawasan dan pembinaan kepada Walikota;h. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota,dani. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai bidangtugas dan tanggungjawabnya.
2. SEKRETARIS(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang merupakan unsur staf yangberada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Kota Gunungsitoli.(2) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kegiatanketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, surat menyurat,penyusunan program kegiatan dan pelaporan serta perencanaan dankeuangan pada Inspektorat.(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariatmenyelenggarakan fungsi :a. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerjapengawasan;b. penghimpunan pengelolaan,penilaian dan penyimpanan laporan hasilpengawasan aparat pengawasan fungsional Daerah.c. penyusunan bahan data dalam pembinaan teknis Fungsional
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d. penyusunan, penginventarisasian dan pongkoordianasian data dalamrangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;e. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis administrasi umum,kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan;f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas danfungsinya.(4) Sekretaris Inspektorat mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaanadministrasi yang meliputi pembinaan penyusunan program dan rencanakerja Inspektorat, keuangan, umum dan kepegawaian, keprotokolan, evaluasi,dokumentasi dan pelaporan serta memberikan pelayanan teknis administratifkepada semua unsur organisasi dan bertanggungjawab kepada Inspektur.(5) Sekretaris Inspektorat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 mempunyairincian tugas :a. menyusun program, mengatur dan mengawasi pelaksanaan penyusunanAKU, RKA, DPA, belanja tidak langsung dan belanja langsung, evaluasiprogram penyusunan Renstra, LKJ dan laporan;b. menyusun program, mengatur dan mengawasi pelaksanaan anggaran,pembayaran, pembukuan dan pertanggung jawaban keuangan;c. menyusun program, mengatur dan mengawasi pelaksanaan urusan suratmenyurat, kearsipan,  perlengkapan, keprotokolan, perjalanan dinas dankehumasan;d. menyusun program, mengatur dan mengawasi pelaksanaan urusanpengumpulan dan pengolahan data pegawai, administrasi pegawai danpembinaan ketatalaksanaan;e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, arahan dan bimbinganserta evaluasi kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas danfungsi; danf. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidangtugas.
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud SekretarisInspektorat kota Gunungsitoli dibantu :a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;b. Sub Bagian Program dan Keuangan;
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A. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian:

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang KepalaSubbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepadaSekretaris;
(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakankegiatan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas, fasilitasiperumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis, serta pembinaan,monitoring dan evaluasi bidang umum dan kepegawaian.
(3) Rincian tugas Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaiansebagai berikut :a. menyusun rencana dan program kerja sub bagian;b. melaksanakan penataan dan pengelolaan administrasi umum danadministrasi kepegawaian;c. melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dankearsipan inspektorat;d. melaksanakan urusan administrasi dan pembinaan, pengawasankepegawaian dilingkungan Inspektorat;e. menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga Auditordan jabatan fungsional lainnya sesuai kebutuhan;f. menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar urut kepangkatan;g. mengelola dan melaksanakan urusan keprotokolan;h. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan atas baranginventaris/aset kantor, baik yang bergerak maupun yang tidakbergerak;i. menyediakan, mengurus, menyimpan dan mengeluarkan barangu ntukkeperluan inspektorat;j. memfasilitasi penyiapan tempat pertemuan;k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuaidengan bidang tugas dan fungsinya.

B.Sub Bagian Program dan Keuangan:1. Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yangberada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;2. Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas merencanakankegiatan, melakukan urusan penatausahaan dan pengelolaan administrasikeuangan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas, fasilitasi
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perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis, serta pembinaan,monitoring dan evaluasi bidang program dan keuangan.3. Rincian tugas Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan sebagai berikut :a. menyiapkan bahan koordinasi dan menyiapkan rencana/program kerjapengawasan dan fasilitasi;b. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja dananggaran (RKA) sebagai bahan rapat koordinasi pembangunan(Rakorbang) dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah(APBD) dan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN);c. merencanakan pemverifikasian keuangan;d. mengkoordinasikan kepada PPTK, Bendahara dan pembantu PPK untukpengajuan SPP dan SPM UP/ GU/TU/LS;e. merencanakan penatausahaan keuangan;f. menyusun pengadministrasian dan pembukuan keuangan;g. mengkoordinasikan kepada PPTK dan Bendahara dalam pelaksanaanbelanja dan pertanggung jawaban keuangan;h. melaksanakan pengelolaan keuangan inspektorat;i. menganalisis laporan keuangan;j. memverifikasi pertanggungjawaban keuangan;k. menyiapkan bahan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaananggaran;l. melakukan pengelolaan pembayaran gaji pegawai dankeperluan/kebutuhan kantor;m. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data keuangan sebagaibahan perhitungan anggaran;n. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi hasil pengawasandan tindaklanjut hasil pengawasan;o. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengadministrasian  laporan hasilpengawasan;p. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi laporan hasilpengawasan;q. menghimpun, menyiapkan bahan penyusunan statistik hasil pengawasan;r. menghimpun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) PerangkatDaerah;s. melaksanakan kerjasama pengawasan dengan unit kerja/instansi terkaitlainnya;
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t. menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan evaluasikegiatan inspektorat;u. menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaandokumentasi kegiatan inspektorat;v. menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan pelaporankegiatan inspektorat;w. menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas serta rekaphasil evaluasi kegiatan;x. melaksanakan pendokumentasian hasil laporan kegiatan inspektorat;y. melaksanakan pendistribusian laporan kegiatan inspektorat secaraperiodik; danz. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai denganbidang tugas dan fungsinya.
3. Inspektur Pembantu3.3.1 Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) poin c, ddan e mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan dan pembinaanterhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, pemerintahan Desa danpenanganan kasus pengaduan.3.3.2 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) InspekturPembantu mempunyai fungsi:3.3.2.1.1 Pengusulan program pengawasan pada bidang kerjanya;3.3.2.1.2 pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan pada bidangkerjanya;3.3.2.1.3 pengawasan terhadap penyelenggaraan urusanpemerintahan daerah pada bidangnya;3.3.2.1.4 pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaiantugas pengawasan pada bidang kerjanya;3.3.2.1.5 pelaksanaan tugas lain yang  diberikan olehatasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.3.3.3 Rincian tugas Inspektur Pembantu sebagai berikut :3.3.3.1.1 menyusun rencana dan program kerja bidang pengawasan danpemeriksaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas padabidangnya;3.3.3.1.2 mengumpulkan bahan penyusunan rencana pengawasan danpemeriksaan;3.3.3.1.3 Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan
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tugas dan fungsi, keuangan barang, kepegawaian terhadappenyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;3.3.3.1.4 mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan di wilayahkerjanya;3.3.3.1.5 melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengawasan danpembinaan pada bidang pemerintahan, pembangunan dankemasyarakatan sesuai dengan wilayah kerjanya;3.3.3.1.6 memfasilitasi/membantu pejabat fungsional pengawas dalammelakukan pemeriksaan sesuai bidang keahlian yang dimilikinya;3.3.3.1.7 mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraanpemerintahan, meliputi evaluasi kinerja penyelenggaraanpemerintahan daerah dan evaluasi kinerja penyelenggaraanotonomi daerah;3.3.3.1.8 mengkordinasikan dan melakukan Reviu atas rencana kerjaanggaran, laporan keuangan,  laporan kinerja instansi kinerjapemerintah pada pemerintah Kota Gunungsitoli;3.3.3.1.9 menindaklanjuti Pengaduan masyarakat dan pemeriksaandengan tujuan tertentu pada wilayah kerjanya;3.3.3.1.10 melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraankegiatan pengawasan dan pemeriksaan pemerintah daerah dibidang pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan;3.3.3.1.11 mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaanpengawasan dan pemeriksaan pemerintah daerah di bidangpembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan;3.3.3.1.12 membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi sarandan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok danfungsi.3.3.3.1.13 menyusun kebijakan teknis bidang pengawasan terkait denganbidang kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku.3.3.3.1.14 mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, arahan danbimbingan serta evaluasi kepada bawahan dalam rangkapelaksanaan tugas dan fungsi.3.3.3.1.15 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuaidengan bidang tugas dan fungsinya.3.3.4 Inspektur Pembantu dibagi atas bidang pemerintahan, pembangunan dan
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kemasyarakatan, membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasanpada perangkat daerah di Lingkungan Pemerintahan Kota Gunungsitoli,Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.3.3.5 Penetapan Wilayah kerja Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud padaayat (4), diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikota.
4. Jabatan Fungsional(1) Kelompok       jabatan          fungsional         sebagaimana dimaksud dalampasal   3  ayat   (1) poin f terdiri   atas tenaga fungsional auditor   danjabatan fungsional    P2UPD        sesuai        dengan        bidang keahliannya;(2) Jabatan    Fungsional   Auditor dan Fungsional P2UPD   berkedudukansebagai pelaksana teknis      fungsional     bidang    pengawasandilingkungan  Aparat  Pengawasan  Intern   Pemerintah;(3) Pejabat      Fungsional      Auditor mempunyai      tugas pokok melaksanakankegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan    teknis,pengendalian dan  evaluasi  pengawasan;(4) Pejabat      Fungsional P2UPD    mempunyai      tugas pokok melaksanakanpengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintah daerah di luarpengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas pembinaanpelaksanaan urusan pemerintah, pengawasan atas urusan pemerintah,pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah,pengawasan atas dekosentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuktujuan tertentu serta melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis didaerah;(5) Dalam     melaksanakan       tugas       pengawasan yang meliputi    audit,evaluasi,    reviu,     pemantauan     dan kegiatan     pengawasan     lainnyaseperti    konsultasi, sosialisasi,     asistensi     dalam      rangka     memberikankeyakinan  yang   memadai  atas   efisiensi  dan   efektifitas manajemenresiko,   pengendalian     dan     proses    tata kelola       objek      yangdiawasi,     Auditor  memiliki wewenang:a. memperoleh   keterangan    dan  / atau    dokumen   yang wajib   diberikanoleh   objek   yang   diawasi  dan   pihak yang  terkait;b. melakukan    pemeriksaan     ditempat    penyimpanan uang danbarang      milik     daerah,      ditempat pelaksanaan kegiatan, pembukuandan   tata   usaha keuangan daerah    serta      pemeriksaan     terhadapperhitungan-perhitungan, surat-surat,  bukti-bukti, rekening koran,
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pertanggungjawaban    dan    daftar lainnnya yang  terkait  denganpenugasan;c. menetapkan   jenis    dokumen,   data,    serta    informasi yang  diperlukandalam penugasan  pengawasan;d. memeriksa secara   fisik   setiap  asset    yang    berada dalampengurusan   pejabat   instansi   yang   diawasi; dane. menggunakan    tenaga   ahli    diluar   tenaga   auditor, jika  diperlukan.(6) Jumlah     Tenaga    Fungsional    Auditor    dan     tenaga fungsional  P2UPDditentukan   sesuai  kebutuhan   dan beban kerja;(7) Jenis        dan      jenjang      tenaga      fungsional      diaturberdasarkanperaturan  perundang-undangan.
1.2.2. Struktur OrganisasiUntuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Inspektur KotaGunungsitoli maka telah dibentuk susunan organisasi. Adapun strukturorganisasi Inspektorat Kota Gunungsitoli antara lain :

1. Inspektur
2. Sekretariat, terdiri dari :a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;b) Sub Bagian Program dan Keuangan;
3. Inspektur Pembantu terdiri dari :a) Inspektur Pembantu bidang Pemerintahanb) Inspektur Pembantu bidang Pembangunanc) Inspektur Pembantu bidang Kemasyarakatan

1.3 Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

Gunungsitoli.Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Pembinaan danPengawasan  seluruh PD di lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli, InspektoratKota Gunungsitoli didukung oleh 31 pegawai Inspektorat Kota Gunungsitolipada bulan Desember  2017 yang dapat dirinci sebagai berikut1. Jumlah Pegawai sebanyak 31 orang terdiri dari :a) Pegawai Negeri Sipil : 29 orangb) Tenaga Honorer : 2 orang2. Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan struktural :a) Eselon II.b : 1 orangb) Eselon III.a : 4 orangc) Eselon III.b : - orang
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d) Eselon IV.a : 2 orang3. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan :a) Golongan IV/c : - orangb) Golongan IV/b : 2 orangc) Golongan IV/a : 3 orangd) Golongan III/d : 1 orange) Golongan III/c : 6 orangf) Golongan III/b : 1 orangg) Golongan III/a : 5 orangh) Golongan II/d : 1 orangi) Golongan II/c : 7 orangj) Golongan II/b : 3 orangk) Golongan II/a : - orang
4. Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan :a) S.2 : 1 orangb) S.1 : 15 orangc) D3 : 9 orangd) SMA / sederajat : 4 orang

1.4. Identifikasi Permasalahan Dan Isu-Isu StrategisAdapun Permasalahan utama (strategic issued ) yang dihadapai oleh InspektoratKota Gunungsitoli dalam menjalankan program dan kegiatan tahun anggaran 2017dalam mencapai sasaran strategis adalah sebagai berikut :a. Tersedianya peraturan dan perundang-perundangan sebagai arah dan dasardalam menentukan arah dan kebijakan yang bersifat normatif dan komprehensifnamun belum sepenuhnya dapat mengantisipasi terhadap tuntutan dan aspirasimasyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi Kota Gunungsitoli.b. Jumlah pegawai yang tidak memadai menyebabkan kurang maksimalnyapelayanan pembinaan dan  pengawasan yang dilakukan Inspketorat.c. Alokasi anggaran yang diporsikan dalam APBD untuk kegiatan Inspektorat KotaGunungsitoli masih sangat terbatas.
1.5 Sistematika PenyajianSesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi  Republik Indonesia Nomor  53 Tahun 2014 tanggal  20 November 2014tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara ReviuAtas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka format penyusunan Laporan KinerjaInspektorat Kota Gunungsitoli terdiri dari :1. Bab I Pendahuluan
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Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepadaaspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yangsedang dihadapi organisasi.2. Bab II Perencanaan KinerjaPada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yangbersangkutan.3. Bab III Akuntabilitas KinerjaMenjelaskan antara lain:A. Capaian Kinerja Organisasi.Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataankinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerjaorganisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebutdilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun inidengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan targetjangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategisorganisasi.4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standart nasional (jikaada)5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan6. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupunkegagalan pencapaian pernyataan kinerja.B. Realisasi AnggaranPada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telahdigunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumenPerjanjian Kinerja.4. Bab IV PenutupPada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi sertalangkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkankinerjanya.5. LampiranTerdiri atas Perjanjian Kinerja dan lain-lain yang dianggap perlu.
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BAB II

PERENCANAAN  KINERJA
2.1. Perencanaan StrategisRenstra 2016-2021 Inspektorat Kota Gunungsitoli yang merupakan penjabarandari RPJMD kota Gunungsitoli tahun 2016-2021 telah memuat berbagai program yanghendak dilaksanakan oleh Inspektorat dalam mendukung dan mensukseskan Visi danMisi Kepala Daerah terpilih. Dimana program tersebut direncanakan untuk dapatdigunakan dan dilaksanakan dalam kurun tertentu sesuai dengan PeraturanPemerintah nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sesuai peraturan perundang-undanganyang berlaku, Renstra kemudian diuraikan kedalam Rencana Kerja Inspektorat yangmerupakan program strategis yang hendak ingin dicapai dalam satu tahun.1. Pernyataan VisiVisi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan padaakhir periode perencanaan, dengan memperhatikan Visi dan Misi RPJMD makaditetapkan Visi Inspektorat Kota Gunungsitoli adalah :

“Terwujudnya Pengawasan yang Berkualitas sebagai Pilar Penyelenggaraan

Pemerintahan yang Baik (Good Governance)”2. Pernyataan MisiMisi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakandan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuaidengan visi yang telah ditetapkan.Dalam mewujudkan visi tersebut, makadirumuskan Misi Inspektorat Kota Gunungsitoli sebagai berikut:1. Meningkatkan kualitas pengawasan dan pembinaan penyelenggaraanPemerintahan Daerah;Misi ini mengandung makna bahwa kewenangan yang dimiliki Inspektoratsebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah maka dalam rangkamewujudkan tata pemerintahan yang baik di Kota Gunungsitoli, Inspektoratharus meningkatkan kualitas pengawasan dan pembinaan penyelenggaranlingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli.2. Meningkatkan kapabilitas dan Profesionalisme aparat pengawasan.Misi ini mengandung makna bahwa untuk dapat meningkatkan kapabilitasdan profesionalisme aparat pengawasan, Inspektorat Kota Gunungsitoliharus melakukan pembenahan intern yaitu meningkatkan sumber dayapengawasan terutama keahlian, keterampilan dan integritas agarInspektorat Kota Gunungsitoli dapat menjadi lembaga pengawasan yangprofessional .
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2.2. Perjanjian KinerjaPerjanjian Kinerja atau dapat disebut degan Penetapan Kinerja merupakantekad dan janji rencana kinerja tahunan yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansidi lingkungan pemerintahan sebagai  wahana proses yang akan memberikanperspektif mengenai apa yang diinginkan  untuk dihasilkan.Inspektorat Kota Gunungsitoli telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2017sebagaimana tabel dibawah ini.



BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Utama

3.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017 adalah untukmengetahui apakah program dan kegiatan pada tahun bersangkutan telahtercapai dan sesuai dengan target yang telah di rencanakan sebelumnya.Perbandingan tersebut dapat dilihat pada table terlampir.
Inspektorat Kota Gunungsitoli telah berusaha sebaik mungkin melaksanakantugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan sebagian urusanpemerintahan di bidang pengawasan.

3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Realisasi Kinerja Tahun

Sebelumnya.Perbandingan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya tidak bisadibandingkan karena Tahun 2017 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD
3.3 Perbandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2017 Dengan Target Jangka

Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan StrategisPerbandingan Realisasi Kinerja tahun 2017 dengan Dokumen Renstra(Rencana Strategis) Inspektorat Kota Gunungsitoli dimaksudkan untukmengetahui apakah sasaran strategis dan dengan perencanaan Jangka MenengahSKPD. Perbandingan antara Target Akhir Renstra (Tahun 2021) dengan RealisasiKinerja  Tahun 2017 dapat tersaji pada tabel terlampir.
3.4.Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber DayaEfisiensi (daya guna) mempunyai pengertian yang berhubungan erat dengankonsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakanperbandingan antara hasil capaian kinerja yang dibandingkan dengan anggaranyang diserap. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihatmelalui penyajian tabel terlampir:
3.5 Pencapaian Kinerja dan AnggaranPencapaian Kinerja dan Anggaran Inspektorat Kota Gunungsitoli dapatdilihat melalui penyajian tabel terlampir :







Uraian dari pencapaian program/ kegiatan adalah sebegai berikut:1. Program Pelayanan Administrasi PerkantoranPelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran telah terlaksana dengan baikselama 1 (satu) tahun dengan capaian kinerja program 100 % dan realisasikeuangannya 94 %. Keberhasilan ini dikarenakan lancarnya koordinasi petugaspelaksana kegiatan dan lancarnya pencairan keuangan sesuai kebutuhan.2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana AparaturPenyediaan sarana dan prasana aparatur telah terlaksana dengan baik selama 1(satu) tahun dengan capaian kinerja program 100 % dan realisasi keuangannya93%. Keberhasilan ini dikarenakan disesuaikan dengan kebutuhan aparatur dankondisi yang ada.3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuanganPeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangantelah terlaksana dengan baik selama 1 (satu) tahun dengan capaian kinerjaprogram 100 % dan realisasi keuangannya 93 %. Keberhasilan ini dikarenakanlancarnya koordinasi petugas pelaksana kegiatan dan lancarnya pencairankeuangan sesuai kebutuhan.4. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan ProsedurPengawasanPelaksanaan Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan ProsedurPengawasan telah terlaksana dengan baik selama 1 (satu) tahun dengan capaiankinerja program 100 % dan realisasi keuangannya 86 %. Keberhasilan inidikarenakan lancarnya koordinasi petugas pelaksana kegiatan dan lancarnyapencairan keuangan sesuai kebutuhan.5. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan PengendalianPelaksanaan Kebijakan KDHPeningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian PelaksanaanKebijakan KDH telah terlaksana dengan baik selama 1 (satu) tahun dengancapaian kinerja program 100 % dan realisasi keuangannya 94 %. Keberhasilan inidikarenakan lancarnya koordinasi petugas pelaksana kegiatan dan lancarnyapencairan keuangan sesuai kebutuhan.6. Program peningkatan profesionalisme tentang pemeriksaan dan aparaturpengawasan



Kegiatan ini telah terlaksana dengan baik, dengan realisasi fisik 100 % dankeuangan 99 %, hal ini disebabkan oleh lancarnya koordinasi petugas pelaksanakegiatan dan lancarnya pencairan keuangan sesuai kebutuhan.
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BAB  IV

P E N U T U P

4.1 KesimpulanLaporan Kinerja (LKj) Inspektorat Kota Gunungsitoli Tahun 2017 disusunsebagai wujud pertanggungjawaban kinerja untuk memberikan gambaranperkembangan capaian kinerja dan diharapkan dapat berperan selain sebagai alatkendali, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat pendorong dan pendukungterwujudnya penyelengaraan tata pemerintahan yang baik (good governance).Dari analisis dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalampencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkansasaran, tujuan, yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Inspektorat KotaGunungsitoli dapat dikatakan sangat berhasil walaupun masih banyakkendala/hambatan dalam pelaksanaannya.Namun demikian, dalam pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akandatang perlu lebih ditingkatkan lagi, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baiksesuai program yang telah ditetapkan.

GUNUNGSITOLI,    JANUARI   2018
INSPEKTUR KOTA GUNUGSITOLI

MOTANI TELAUMBANUA, SH
PEMBINA TK. I

NIP 19681127 200112 1 001



Anggaran Realisasi Kinerja Anggaran

Program Kegiatan Sarana dan Prasarana
213,600,000 194,479,332 91%

Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan

Rencana Kerja Pengawasan
80% 80% 35,000,000 32,524,600 100% 93%

Jumlah Dokumen SOP

40,000,000

77%

70% 540,907,663 510,407,663

34,337,500

100%

100%

1

2

Meningkatnya tata kelola penyelenggaran
urusan pengawasan yang akuntabel, efektif
dan efesien

Program Pelayanan administrasi
Perkantoran

Program Penataan dan Penyempurnaan
Kebijakan Sistem dan Prosedur
Pengawasan

PENGUKURAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017

DINAS : INSPEKTORAT KOTA GUNUNGSITOLI

No Sasaran Strategis Sesuai
RENSTRA/ RPJMD Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program Target

Kinerja
Realisasi
Kinerja

Jumlah Anggaran

Terwujudnya tata kelola
penyelenggaran urusan
pengawasan yang akuntabel,
efektif dan efesien

Meningkatnya Kualitas Laporan
dan Tindak Lanjut Hasil
Pengawasan.

70%

77%

Persentase Capaian
(%)

Ket.

94%

86%

GUNUNGSITOLI,    JANUARI   2018
INSPEKTUR  KOTA GUNUGSITOLI

MOTANI TELAUMBANUA, SH
PEMBINA TK. I
NIP 19681127 200112 1 001

Jumlah Dokumen SOP

Aplikasi sistem pengawasan

Jumlah  regulasi bidang pengawasan

Rasio tindaklanjut hasil pengawasan

Laporan hasil Reviu

Opini BPK atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
pemerintah

Laporan hasil pemeriksaan/Pengawasan

Laporan Pemeriksaan Pengaduan
Masyarakat

Evaluasi Maturitas Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah

77%

40,000,000

1,242,875,000

77% 34,337,500 100%
77%

2

3 Meningkatnya Fungsi dan Peran
Inspektorat dalam mewujudkan
Good Government.

Program Penataan dan Penyempurnaan
Kebijakan Sistem dan Prosedur
Pengawasan

Program Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH

Meningkatnya Kualitas Laporan
dan Tindak Lanjut Hasil
Pengawasan.

77%

1,162,246,133
86%

100% 94%

GUNUNGSITOLI,    JANUARI   2018
INSPEKTUR  KOTA GUNUGSITOLI

MOTANI TELAUMBANUA, SH
PEMBINA TK. I
NIP 19681127 200112 1 001



Anggaran Realisasi Kinerja Anggaran
No Sasaran Strategis Sesuai

RENSTRA/ RPJMD Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program Target
Kinerja

Realisasi
Kinerja

Jumlah Anggaran Persentase Capaian
(%)

Ket.

GUNUNGSITOLI,    JANUARI   2018
INSPEKTUR  KOTA GUNUGSITOLI

MOTANI TELAUMBANUA, SH
PEMBINA TK. I
NIP 19681127 200112 1 001

Jumlah Auditor (Org)

Jumlah JP2UPD (Org)

Pelatihan Kantor sendiri

Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan
Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan
Aparatur Pengawas

Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP

2,248,982,663 2,109,336,828 93.79

77% 176,600,00077%4 Meningkatnya Profesionalisme
Aparat Pengawasan.

Program peningkatan profesionalisme
tentang pemeriksaan dan aparatur
pengawasan

Jumlah ........................

175,341,600 100% 99%

2,248,982,663 2,109,336,828 93.79Jumlah ........................

GUNUNGSITOLI,    JANUARI   2018
INSPEKTUR  KOTA GUNUGSITOLI

MOTANI TELAUMBANUA, SH
PEMBINA TK. I
NIP 19681127 200112 1 001



Realisasi

%

Program Kegiatan Sarana dan
Prasarana

100% 91%

Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan

Rencana Kerja Pengawasan

100% 93%

Jumlah Dokumen SOP
Aplikasi sistem pengawasan
Jumlah  regulasi bidang pengawasan

Rasio tindaklanjut hasil pengawasan

Laporan hasil Reviu
Opini BPK atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
pemerintah
Laporan hasil pemeriksaan/Pengawasan

Laporan Pemeriksaan Pengaduan

2

3

Program Penataan dan
Penyempurnaan Kebijakan Sistem
dan Prosedur Pengawasan

Meningkatnya Kualitas
Laporan dan Tindak Lanjut
Hasil Pengawasan.

Meningkatnya Fungsi dan
Peran Inspektorat dalam
mewujudkan Good
Government.

Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH

100%

100%

86%

94%

Tabel 3.1
Perbandingan Target dan Realisasi Keuangan TA. 2017

TargetNo

100% 94%

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Terwujudnya tata kelola
penyelenggaran urusan
pengawasan yang
akuntabel, efektif dan

Program Pelayanan administrasi
Perkantoran

Meningkatnya tata kelola
penyelenggaran urusan pengawasan
yang akuntabel, efektif dan efesien

Program dan Kegiatan

1

Laporan Pemeriksaan Pengaduan
Evaluasi Maturitas Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah
Jumlah Auditor (Org)
Jumlah JP2UPD (Org)
Pelatihan Kantor sendiri
Jumlah Pegawai yang mengikuti
Pelatihan Pengembangan Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur Pengawas
Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP

3

4

Meningkatnya Fungsi dan
Peran Inspektorat dalam
mewujudkan Good
Government.

Meningkatnya
Profesionalisme Aparat
Pengawasan.

Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH

Program peningkatan
profesionalisme tentang
pemeriksaan dan aparatur
pengawasan

100%

100%

94%

99%



Realisasi Tingkat
Kemajuan

% %

Program Kegiatan Sarana dan
Prasarana
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan

Rencana Kerja Pengawasan

80% 80% 100%

Jumlah Dokumen SOP

Aplikasi sistem pengawasan

Jumlah  regulasi bidang pengawasan
Rasio tindaklanjut hasil pengawasan

Laporan hasil Reviu
Opini BPK atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
pemerintah

Laporan hasil pemeriksaan/Pengawasan

Laporan Pemeriksaan Pengaduan
Masyarakat
Evaluasi Maturitas Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah

Tabel. 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir RPJMD/RENSTRA

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2

100%

100%

100%

100%

77%

70%

77% 77%

1

Meningkatnya Fungsi dan
Peran Inspektorat dalam

mewujudkan Good
Government.

4

3

70%

77%

77%

Program Penataan dan
Penyempurnaan Kebijakan Sistem
dan Prosedur Pengawasan

Meningkatnya Kualitas
Laporan dan Tindak Lanjut
Hasil Pengawasan.

Program peningkatan
profesionalisme tentang
pemeriksaan dan aparatur
pengawasan

Meningkatnya
Profesionalisme Aparat
Pengawasan.

Terwujudnya tata kelola
penyelenggaran urusan
pengawasan yang
akuntabel, efektif dan
efesien

Program Pelayanan administrasi
Perkantoran

Meningkatnya tata kelola
penyelenggaran urusan pengawasan yang
akuntabel, efektif dan efesien

77%

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target RPJMD/
RenstraProgram dan Kegiatan

Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
KDH

Evaluasi Maturitas Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah

Jumlah Auditor (Org)

Jumlah JP2UPD (Org)

Pelatihan Kantor sendiri

Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan
Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan
Aparatur Pengawas

Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP

100%

100%

77%

Meningkatnya Fungsi dan
Peran Inspektorat dalam

mewujudkan Good
Government.

4

3 77%

77%Program peningkatan
profesionalisme tentang
pemeriksaan dan aparatur
pengawasan

Meningkatnya
Profesionalisme Aparat
Pengawasan.

77%Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
KDH



Anggaran
(Rp)

Program Kegiatan Sarana dan
Prasarana

213,600,000

Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan

Rencana Kerja Pengawasan

35,000,000

Jumlah Dokumen SOP
Aplikasi sistem pengawasan
Jumlah  regulasi bidang pengawasan
Rasio tindaklanjut hasil pengawasan
Laporan hasil Reviu
Opini BPK atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
pemerintah

Laporan hasil pemeriksaan/Pengawasan

Laporan Pemeriksaan Pengaduan
Masyarakat
Evaluasi Maturitas Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah
Jumlah Auditor (Org)

Tabel. 3.4
Alokasi Sasaran Pembangunan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017

176,600,000

1,242,875,000

540,907,663

40,000,000
Program Penataan dan
Penyempurnaan Kebijakan

Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH

Program peningkatan
profesionalisme tentang
pemeriksaan dan aparatur
pengawasan

Program Pelayanan
administrasi Perkantoran

Meningkatnya tata kelola penyelenggaran
urusan pengawasan yang akuntabel,
efektif dan efesien

1

2

3

4

Meningkatnya Kualitas
Laporan dan Tindak Lanjut
Hasil Pengawasan.

Meningkatnya Fungsi dan
Peran Inspektorat dalam
mewujudkan Good
Government.

Meningkatnya
Profesionalisme Aparat
Pengawasan.

Terwujudnya tata kelola
penyelenggaran urusan
pengawasan yang
akuntabel, efektif dan

No Sasaran Strategis Program dan Kegiatan Indikator Kinerja %

Evaluasi Maturitas Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah
Jumlah Auditor (Org)
Jumlah JP2UPD (Org)
Pelatihan Kantor sendiri
Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan
Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan
Aparatur Pengawas
Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP

176,600,000

1,242,875,000

Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH

Program peningkatan
profesionalisme tentang
pemeriksaan dan aparatur
pengawasan

3

4

Meningkatnya Fungsi dan
Peran Inspektorat dalam
mewujudkan Good
Government.

Meningkatnya
Profesionalisme Aparat
Pengawasan.



No Sasaran Strategis Program dan
Kegiatan

Indikator Kinerja
Program Target Kinerja

Program Kegiatan Sarana
dan Prasarana
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan

Rencana Kerja
Pengawasan 80%

Jumlah Dokumen SOP
Aplikasi sistem
pengawasan
Jumlah  regulasi bidang
pengawasan
Rasio tindaklanjut hasil
pengawasan
Laporan hasil Reviu
Opini BPK atas Laporan
Keuangan Pemerintah
Daerah

70%

77%

77%

Tabel 2.1  Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Terwujudnya tata kelola
penyelenggaran urusan
pengawasan yang
akuntabel, efektif dan

Program Pelayanan
administrasi Perkantoran

Meningkatnya tata
kelola penyelenggaran
urusan pengawasan
yang akuntabel, efektif

Meningkatnya Kualitas
Laporan dan Tindak
Lanjut Hasil Pengawasan.

Program Penataan dan
Penyempurnaan
Kebijakan Sistem dan
Prosedur Pengawasan

1

2

3 Meningkatnya Fungsi dan
Peran Inspektorat dalam
mewujudkan Good
Government.

Program Peningkatan
Sistem Pengawasan
Internal dan
Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
KDH

Opini BPK atas Laporan
Keuangan Pemerintah
Daerah
Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi
pemerintah
Laporan hasil
pemeriksaan/Pengawa
san

Laporan Pemeriksaan
Pengaduan Masyarakat

Evaluasi Maturitas
Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah
Jumlah Auditor (Org)
Jumlah JP2UPD (Org)
Pelatihan Kantor
sendiri

Jumlah Pegawai yang
mengikuti Pelatihan
Pengembangan Tenaga
Pemeriksa dan
Aparatur Pengawas

Penilaian Mandiri
Kapabilitas APIP

Meningkatnya
Profesionalisme Aparat
Pengawasan.

Program peningkatan
profesionalisme tentang
pemeriksaan dan
aparatur pengawasan

77%

77%

3

4

Meningkatnya Fungsi dan
Peran Inspektorat dalam
mewujudkan Good
Government.

Program Peningkatan
Sistem Pengawasan
Internal dan
Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
KDH



TARGET REALISASI ALOKASI REALISASI
Program KegiatanSarana danPrasarana 213,600,000 194,479,332ProgramPeningkatanPengembanganSistem PelaporanCapaian Kinerja danKeuangan

Rencana KerjaPengawasan 80% 80% 35,000,000 32,524,600
Jumlah Dokumen SOPAplikasi sistempengawasan

KINERJAINDIKATOR KINERJA
 Tabel 3.5 Pencapaian Kinerja dan Anggaran

70%

77%

Terwujudnya tata kelolapenyelenggaran urusanpengawasan yang akuntabel,efektif dan efesienMeningkatnya KualitasLaporan dan Tindak LanjutHasil Pengawasan.

Program Pelayananadministrasi
ANGGARANPROGRAMSASARAN STRATEGISNO Meningkatnya tatakelola penyelenggaranurusan pengawasanyang akuntabel, efektifdan efesien 70%

77%

540,907,663

40,000,000

510,407,663

34,337,500

1

2

Program Penataandan PenyempurnaanKebijakan Sistem danProsedurPengawasan Aplikasi sistempengawasanJumlah  regulasi bidangpengawasanRasio tindaklanjut hasilpengawasanLaporan hasil ReviuOpini BPK atas LaporanKeuangan PemerintahDaerahEvaluasi AkuntabilitasKinerja InstansipemerintahLaporan hasilpemeriksaan/PengawasanLaporan PemeriksaanPengaduan Masyarakat

77%

77%

Meningkatnya KualitasLaporan dan Tindak LanjutHasil Pengawasan.

Meningkatnya Fungsi danPeran Inspektorat dalammewujudkan GoodGovernment.
ProgramPeningkatan SistemPengawasan Internaldan PengendalianPelaksanaanKebijakan KDH

77%

77%
40,000,000

1,242,875,000
34,337,500

1,162,246,133

2

3

Program Penataandan PenyempurnaanKebijakan Sistem danProsedurPengawasan



Evaluasi MaturitasSistem PengendalianIntern PemerintahJumlah Auditor (Org)Jumlah JP2UPD (Org)Pelatihan Kantor sendiriJumlah Pegawai yangmengikuti PelatihanPengembangan TenagaPemeriksa dan AparaturPengawasPenilaian MandiriKapabilitas APIP

77%

77%

Meningkatnya Fungsi danPeran Inspektorat dalammewujudkan GoodGovernment.

MeningkatnyaProfesionalisme AparatPengawasan.

ProgramPeningkatan SistemPengawasan Internaldan PengendalianPelaksanaanKebijakan KDH

Programpeningkatanprofesionalismetentang pemeriksaandan aparaturpengawasan

77%

77%

1,242,875,000

176,600,000

1,162,246,133

175,341,600

3

4


